Jurnal IImiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Volume 3 Nomor 6 November 2023 hal 512-524
ISSN: 2808-6708

Pertanggung Jawaban Perdata Dalam Penundaan
Pelaksanaan Perjanjian Rehabilitasi Gedung Akibat
Pandemi Covid-19 (Studi Pada Cv.Bunda Karya)

Nurmakrifatullah

1Fakultas Hukum, 2Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (JI. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li,
Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: nurmakrifatullah@gmail.com
Abstrak

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwva menyebarnya penyakit di seluruh dunia, wabah virus covid-
19 sangat berpengaruh kepada sektor-sektor sakral yang mengganggu pertumbuhan negara,
terutama disektor ekonomi. Akibat wabah ini, ekonomi Indonesia menjadi terpuruk bahkan kalangan
atas juga kena dampak yang mengerikan sampai kepada kebangkrutan, begitu juga dengan kalangan
bawah yang ada di Indonesia. Pada awalnya dilakukannya sebuah pekerjaan konstruksi maka pihak
pengguna dan penyedia jasa melakukan kontrak kerjasama jasa konstruksi yang secara umum juga
dipahami sebagai segala bentuk perjanjian pembuatan atau pembangunan infrastruktur (jalan,
jembatan, bendungan, jaringan irigasi, gedung dan sebagainya) serta pelaksanaan pemeliharaan dan
perbaikannya. Kegiatan dalam kontruksi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pekerjaannya
adalah seorang kontraktor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perjanjian antara
Penyedia jasa dan Pengguna Jasa dan mengetahui bagaimana pembayaran upah dan bahan
banguna akibat adanya pandemi covid-19 serta bagaimana bentuk tanggung jawab para pihak
apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu
penelitian hukum secara in action pada setiap peristiwva hukum yang terjadi dalam masyarakat Data
yang dipergunakan adalah data sekunder dan primer serta metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh langsung dari
CV. Bunda Karya Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perjanjian antara CV. Bunda Karya
dengan Pengguna Jasa Bapak Risky Putra Utama disebabkan adanya asas konsensualisme. Bentuk
perjanjian ini dibuat di dalam bentuk akta dibawah tangan dan ditandatangani oleh para pihak. Dalam
perjanjian ini terdapat sebuah kesepakatan harga terkait pembayaran upah dan bahan bangunan
terhadap rehabilitasi gedung yang tertuang di dalam SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor :
201/SPK.PKS/DPH/V/2020 pembayaran upah dan bahan bangunan terpaksa ditunda karena adanya
pandemi covid-19 ini sampai dengan waktu yang ditentukan. Bentuk tanggung jawab CV.Bunda
Karya atas penundaan rehabilitasi gedung bangunan akibat pandemi covid-19 adalah berupa CV.
Bunda Karya akan bertanggungjawab atas bangunan yang masi dibangun karena selama gedung
tersebut masi dalam tahap pembangunan itu merupakan tanggung jawab bagi pihak kontraktor yaitu
CV. Bunda Karya.

Kata kunci: Perjanjian, Tanggung jawab, Pandemi covid -19.
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1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang sedang dilanda musibah wabah virus covid-19 yang sangat
berpengaruh kepada sektor-sektor sakral yang mengganggu pertumbuhan negara, terutama
disektor ekonomi.Akibat wabah ini, ekonomi Indonesia menjadi terpuruk bahkan kalangan
atas termasuk kepada pengusahapengusaha diberikan dampak yang sangat mengerikan
bahkan sampai kepada kebangkrutan, apalagi dengan kalangan bawah yang ada di
Indonesia.Padahal, Negara kita sedang disebut Negara yang sedang membangun. Banyak
tempattempat dan fasilitas-fasilitas bahkan sarana dan prasarana sedang dalam proses
pembangunan.

Pembangunan nasional yang sangat banyak jenis dan macamnya, salah satu bentuk
dari pembangunan vyaitu pembangunan proyek-proyek dan sarana prasarana umum.
Sebagai contohnya adalah pembangunan saluran air , jalanjalan, jembatan, perkantoran,
perumahan rakyat, dan masih banyak lagi. Dalam rangka mencapai pembangunan nasional
pemerintahan telah melakukan berbagai usaha. Namun pelaksanaan pembangunan yang
telah dirancang oleh pemeritah tidak terlepas dari peran berbagai pihak seperti pemborong,
pemberi tugas, arsitek, agraria, pedandan sebagainya.

Pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana sebagai penunjang
tercapainya tujuan bernegara memang tidak dapat dihindari. Namun tidak dapat juga
dihindarkan kenyataan bahwa pemerintah mempunyai kemampuan terbatas sehingga
dibutuhkan kerjasama dengan pihak swasta dalam mewujudkan semua kebutuhan tersebut.
Maka perjanjian pemerintah sebagai penentu kebijakan negara dengan swasta sebagai
pihak yang bekerjasama untuk mewujudkan lancarnya pembangunan sarana dan prasarana
juga tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya kontrak-kontrak kerjasama pemerintah, dengan
swasta menjadi suatu hal yang biasa.

Pada awalnya dilakukannya sebuah pekerjaan konstruksi maka pihak pengguna dan
penyedia jasa melakukan kontrak kerjasama jasa konstruksi yang secara umum juga
dipahami sebagai segala bentuk perjanjian pembuatan atau pembangunan infrastruktur
(jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, gedung dan sebagainya) serta pelaksanaan
pemeliharaan dan perbaikannya. Kegiatan dalam kontruksi yang memiliki tanggung jawab
besar terhadap pekerjaannya adalah seorang kontraktor. Kegiatan kontruksi ini juga
menunjang prekonomian dan kesejahteraan sosial. Hal ini juga sesuai dengan maksud dari
Undang-Undang dasar UUD tahun 1945 pasal 33 huruf D yang mengatakan bahwa
perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional

Realisasi dari amanat konstitusional ini adalah diundangkannnya kedalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pembaharuan dari Undang-Undang
lama nomor 18 tahun 1999 tentang jasa kontruksi, Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 1999, Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833
pada 7 Mei 1999.

Perjanjian pemborongan pekerjaan bentuknya bebas (vormvrij) artinya perjanjian
pmborongan pekerjaan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Perjanjian lisan atau
dengan kesepakatan diatur dalam Pasal 1628 KUHPdt. Suatu perjanjian pemborongan
pekerjaan yang menyangkut harga borongan kecil biasanya dibuat secara lisan, sedangkan
perjanjian pemborongan menyangkut harga besar, dibuat secara tertulis baik dengan akta di
bawah tangan maupun otentik.4 Dibuatkannya suatu perjanjian agar terhindar dari masalah
hukum yang terjadi sehingga tidak merugikan pihak manapun. Sebagai contoh CV. Bunda
Karya sedang membangun dan merehabilitasi gedung yang dimintakan oleh pengguna jasa
konstruki. Namun semasa proses pembangunan pemerintah mengeluarkan himbauan untuk
berdiam diri dirumah dengan tujuan memutuskan mata rantai virus covid-19. Tentu hal ini
akan meninggalkan bangunan dan prosesnya selama himbauan ini berlangsung. Sehingga
menimbulkan kerugian dibeberapa pihak akibat estimasi waktu yang disepakati akan
dilanggar dengan keadaan sadar dan diketahui oleh pihak pengguna dan penyedia jasa
konstruksi.
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Hal ini jika di praktekkan dalam kehidupan akan menjadikan kehatihatikan dan penuh
perhitungan dalam setiap tindakan, sehingga dapat meminimkan permasalahan atau
mentiadakan permasalahan, karena setiap perbuatan dimintakan pertanggungjawabannya.
Jika terdapat kerugian yang diterima akibat proses pembangunan dengan pertanggung
jawabannya disebutkan didalam pasal 1609 KUHperdata selama 10 tahun tentu hal ini dapat
merugikan pihak penyedia jasa konstruksi yaitu CV. Bunda Karya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin melakukan
penelitian skripsi ini dengan memberikan judul Pertanggung Jawaban Perdata Dalam
Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Rehabilitasi Gedung Akibat Pandemi Covid-19 (Studi
Pada Cv Bunda Karya).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan
mengembangkan serta menguiji kebenran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari
solusi atau pemecahan masalah tersebut. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh
kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.
Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala
yang bersangkutan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perjanjian Rehabilitasi Gedung Bangunan Antara Pengguna Jasa Dengan CV. Bunda
Karya

Perjanjian Rehabilitasi gedung bangunan antara CV. Bunda Karya dengan Pengguna
Jasa ini disebabkan oleh adanya asas konsensualisme yaitu perjanjian yang lahir ketika
kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan atau persesuaian kehendak untuk
mengadakan suatu perikatan dan di dukung dengan asas kebebasan bekontrak yang
membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian baru
asalkan tidak bertentangan dengan undangundang, norma dan kepatutan. Menurut pasal
1338 KHUPerdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan yang mengikat.

Perjanjian Rehabilitasi gedung bangunan antara CV. Bunda Karya dengan Pengguna
Jasa telah relevan terhadap Pasal 1313 KUHPerdata yang mendefinisikan perjanjian adalah
sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih.

Rumusan Pasal 1313 KUHPerdata ini menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin
terjadi karena ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan
secara fisik, dan hanya dalam bentuk pikiran sematamata.

Perjanjian kerja sama antara CV. Bunda Karya dengan Pengguna Jasa diawali dengan
adanya sebuah survey dan negoisasi yang kemudian disetujui oleh pihak pengguna jasa
dimana CV. Bunda Karya memberikan harga penawaran disetiap bangunan gedung yang
akan dibangun mulai dari harga penawaran material, penawaran harga, penawaran akhir
hingga samapai dengan harga penawaran selesai.

Perjanjian baru sah karena akan menimbulkan sebuah akibat hukum jika dibuat secara
sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya
perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata Dengan terpenuhi
empat syarat yang disebutkan dalam Pasal tersebut, maka suatu perjanjian akan menjadi
sah dan mengikat hukum. Perjanjian rehabilitasi gedung bangunan Pengguna Jasa dengan
CV. Bunda Karya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal
1320 KUHPerdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian yakni syarat sah secara
subjektif dan objektif.

Perjanjian Rehabilitasi antara CV bunda Karya dengan Pengguna Jasa dilakukan dalam
bentuk tertulis. Perjanjian ini dilakukan secara tertulis disebabkan ada beberapa kelebihan
dibandingkan dengan perjanjian secara lisan atau tidak tertulis kelebihannya antara lain
yaitu :

1. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis memiliki legalitas yang lebih akurat.
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2. Lebih mudah menetukan secara konkrit hak dan kewajiban para pihak.

3. Lebih memudahkan menentukan parapihak terlibat dalam perjanjian

4. Lebih memudahkan parapihakmenyelesaikan prestasinya

5. Lebih memudahkan pihak penyelesaian dalam mengakhiri persengketaan.

Umumnya bentuk perjanjian yang dibuat oleh pengguna jasa dan penyedia jasa dalam
pelaksanaan kontruksi adalah berbentuk tertulis. Bentuk kontrak ini dibuat dalam akta
dibawah tangan karena yang membuat kontrak ini hanya para pihak saja. Biasanya
pengguna jasa telah menyiapkan subtansi kontrak, secara sepihak, sedangkan pihak
penyedia jasa menyetujuinnya maka ia menandatangani kontrak tersebut. Kontrak kerja
sama kontruksi ini pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan
kontruksi yang terdiri dari kontruksi untuk pekerjaan perencanaan, pekerjaan pelaksanaan
kontruksi, dan kontrak kerja kontruksi untuk pekerjaan pengawasan. Namun tidak tertutup
kemungkinan pekerjaan dilakukan secara integrasi antara kontrak kerja untuk perencanaan,
pekerjaan dan pengawasan.

Surat perjanjian rehabilitasi gedung bangunan antara Pengguna Jasa dengan CV.
Bunda Karya dibuat secara tertulis dan di tandatangani oleh para pihak dan menyebutkan
tentang perbuatan hukum sehingga hal ini dapat disebut sebagai akta.Sebagaimana
lazimnya suatu akta maka fungsi perjanjian rehabilitasi gedung bangunan Pengguna Jasa
dengan CV. Bunda Karya adalah syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum,
alat pembuktian dan alat bukti satu-satunya.

Perjanjian rehabilitasi gedung bangunan antara Pengguna Jasa antara CV. Bunda
Karya Medan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal
1320 KUHPerdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian syarat sah secara subjektif
dalam Pasal 1320 yakni kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan yang kedua
kecakapan para pihak dalam perjanjian maka dapat diminta pembatalan, dapat dibatalkan
artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap
mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak
yang berhak meminta pembatalan (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan
sepakatnya secara tidak bebas) sedangkan jika melanggar syarat objektif yakni sebab hal
tertentu dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum, batal demi
hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada lahir suatu perjanjian dan tidak
pernah ada suatu perikatan. Untuk syarat dengan adanya diatur syarat-syarat sahnya
perjanjian yang diatur tersebut undangundang menyiratkan bahwa kebebasan untuk
melakukkan perjanjian tersebut diikat oleh ketentuan hukum positif yang harus dipatuhi oleh
setiap orang.

Keseimbangan anatara hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian kerja sama dari
para pihak merupakan hal yang utama sebagai besar pertimbangan lahirnya perjanjian
kerjasama tersebut. Pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah seimbang. Artinya, para pihak
tidak boleh terus menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Perjanjian merupakan
perbuatan hukum yaitu setiap perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak
dari dua subjek hukum, dua pihak atau lebih (1313 KUHPerdata).

ak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian rehabilitasi gedung bangunan antara
Pengguna Jasa dengan CV . Bunda Karya ditentukan pada Pasal 4 di dalam perjanjian kerja
sama antara CV. Bunda Karya dengan Pengguna Jasa terdapat beberapa hak-hak dan
kewajiban-kewajiban bagi para pihak antara lain yaitu :

1. Hak Pihak pertama yaitu sebagai penyedia jasa CV. Bunda Karya di muat dalam
poin-poin sebagai berikut :
a. Menerima pembayaran atas prestasi hasil pekerjaan yang di sepakati di
dalam perjanjian.
b. Pembayaran keterlambatan sebesar seperlima belas dari anggaran
proses pembangunan gudang.
c. Pembayaran diterima setelah serah terima pengerjaan
2. Hak pihak kedua yaitu pengguna jasa Putra Rizky Utama dimuat dalam poin-
poin sebagai berikut :
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a. Berhak atas kepemilikan semua barang dan jasa yang terkait langsung
atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Pihak
Pertama, jika diminta maka penyedia jasa berkewajiban untuk membantu
secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pihak Kedua
sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas perlatan dan barang-barang yang disediakan Pihak
Kedua dan semua perlatan tersebut harus dikembalikan kepada Pihak
Kedua pada saat SPK (Surat Perintah Kerja) telah berakhir.

c. Pihak Kedua akan memeriksa setiap hasil pengerjaan penyedia jasa dan
memberitahukan kepada penyedia jasa secara tertulis atas setiap cacat
mutu yang ditentukan, Pihak Kedua dapat memerintahkan kepada Pihak
Pertama untuk menetukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguiji
pekerjaan yang dianggap oleh Pihak Kedua mengandung cacat mutu.
Pihak Pertama berttanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam)
bulan setelah serah terima pekerjaan.

d. Pihak Kedua berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama
apabila diperlukan, Pihak Kedua dapat memerintahkan kepada pihak
ketiga untuk melakukan pengawasan.

e. Pihak Kedua berhak memperoleh biaya keterlambatan penyelesaian
pembangunan kepada Pihak Pertama sebesar seper lima belas dari harga
anggaran yang telah disepakati.

f. Pembayaran diterima setelah pengerjaan.

3. Kewajiban Pihak Pertama yairu CV. Bunda Karya sebagai berikut :

a. Berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang sah yang di bebankan oleh hukum yang berlaku atas
pelaksanaan SPK (Surat Perintah Kerja). Semua pengeluaran
perpajakan ini diangap telah telah termasuk dalam harga SPK (Surat
Perintah Kerja).

b. Pihak Pertama dilarang untuk  mengalihkan dana  atau
mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan kecuali kepada
penyedia spesialis untuk bagian pekekerjaan tertetentu. Pengalihan
pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Pihak
Pertama baik sebagai peleburan (meeger) atau akibat lainnya

4. Kewajiban Pihak Kedua yaitu Pengguna Jasa antara lain sebagai berikut :

a. Memberikan pekerjaan kepada Pihak Pertama.

b. Membayar prestasi pekerjaan yang telah disepakati

c. Memberikan kopensasi kepada Pihak Pertama apabila :

1) Pihak Kedua mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan
2) Keterlembatan pembayaran kepada pihak pertama.
Pembayaran Upah Dan Pembayaran Bahan Bangunan Dalam Perjanjian Rehabilitasi
Gedung Yang Tertunda Akibat Pandemi Covid 19

Kewajiban utama dari pengusaha dalam perjanjian kerja sama adalah membayar upah.
Upah diatur pada Bagian X Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Pengupahan yang di atur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini
bersifat hukum publik seperti Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah. Adapun kewajiban-kewajiban pokok pengusaha lain membayar upah
adalah juga mengatur tempat kerja dan alat kerja, memberi hari istirahat dan hari libur resmi,
memberikan surat keterangan, serta bertindak sebagai pengusaha yang baik.

Ketentuan mengenai upah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1981 pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan “upah adalah suatu penerimaan sebagai
imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau
akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu
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persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu
peerjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh
sendiri maupun keluarganya”.

Untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh pihak CV .
Bunda Karya kepada para pekerja/buruh, penulis melakukan sebuah wawancara kepada
Bapak Ir. Budi Prasetio selaku Direktur CV . Bunda Karya dalam perihal proses pembayaran
upah. Dalam hasil wawancara beliau mengatakan bahwa pembayaran upah terhadap
pekerja dilakukan pada setiap penyelesaian pekerjaan bertahap. Para pekerja akan
mendapat sebuah upah apabila pekerjaannya di setiap tahap dapat terselesaikan dengan
baik.

Proses pembayaran upah para pekerja rehabilitasi gedung bangunan diatur didalam
sebuah perjanjian kerja sama antara CV. Bunda Karya dengan para pekerja/buruh. CV.
Bunda Karya akan memberikan upah kepada para pekerja di setiap tahap pekerjaannya dan
pembayaran tersebut sesuai dengan yang telah di sepakati oleh perjanjian antara CV.
Bunda Karya dengan Pengguna Jasa. Dalam perjanjian tersebut terdapat sebuah
kesepakatan terkait proses pembayaran pembangunan rehabilitasi gedung yang dimana
dalam pembayaran rehabilitasi gedung bangunan tersebut sudah terdapat sebuah
pembayaran bahan bangunan dan upah bagi para pekerja/buruh.

Pada saat melangsungkan pelaksanaan pengerjaan tahap ke 3 (tiga) terjadi sebuah
keadaan kahar yaitu berupa adanya virus Covid-19 yang menyebabkan pengerjaan
rehabilitasi gedung bangunan tertunda. Negara Indonesia sedang dilanda musibah wabah
virus covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus
2019 di seluruh dunia. Virus korona ini merupakan virus jenis baru yang belum pernah
didentifikasi sebelumnya pada manusia, yang kemudian pertama kali didentifikasi di kota
Wuhan, China pada Desember 2019. Virus korona dapat ditularkan antara hewan ke
manusia dan manusia ke manusia. Hal ini kemudian memunculkan sederet kebijakan,
edaran, dan himbauan dari pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Penundaan dalam pelaksanaan pengerjaan rehabilitasi gedung bangunan pada tahap
ke 3 telah di setujui oleh pihak Pengguna Jasa, namun dalam masa penundaan pengerjaan
CV . Bunda Karya telah menyelesaikan pengerjaan pada tahap ke 2 dan CV. Bunda Karya
meminta haknya kepada Pengguna Jasa yaitu berupa sebuah pembayaran atas pengerjaan
pada tahap ke 2 (dua), sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian bahwa
setiap pengerjaan selesai pada di setiap tahap maka pihak Pengguna Jasa berkewajiban
untuk membayar hasil pengerjaan tersebut, karena adanya pandemi covid-19 ini Pengguna
Jasa tidak dapat membayar pengerjaan pada tahap ke 2 (dua).

Penundaan dalam hal pembayaran menyebabkan pengerjaan dan pembayaran bahan
material menjadi tertunda, pengerjaan dan bahan bangunan yang tertunda berupa sebagi
berikut :

1) Pekerjaan plafon
2) Pekerjaan penutup lantai dan dinding
3) Pekerjaan sanitasi dan instalasi air
4) Pekerjaan pengecetan
5) Pekerjan lain-lain yaitu :
a. Pekerjaan pemasangan kaca reben
b. Pekerjaan perbaikan talang belakang
c. Pengerjaan pembersihan
6) Pengerjaan pendahuluan yaitu :
a. Pekerjaan pemindahan mebiler
b. Pengerjaan perancah kerja
c. Pekerjaan bongkar keramik lantai
d. Pengerjaan pembongkaran plafond
7) Pekerjaan tanah dan pondasi
a. Pekerjaan penggalihan tanah
b. Pengerjaan timbuhan tanah kembali
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c. Pasang kembali instalasi listrik
8) Pekerjaan beton
a. Pekerjaan sloof 15x20cm
b. Pekerjaan sloof 20x25
c. Pekerjaan kolom pagar 20x20 tinggi 1,5 buah
d. Pekerjaan balok praktis 11x11 cm
9) Pekerjaan pasangan dan plester
a. Pekerjaan pasangan ¥z bata
b. Pekerjaan plester lantai
c. Pekerjaan pas % bata untuk pagar tinggi 1,5 m
d. Pekerjaan plesteran tembok pagar
10) Pekerjaan pintu, jendela dan kusen
a. Pekerjaan pintu skat kaca+ acessores (3,0x2,8) belakang
b. Pekerjaan pintu skat kaca dan pintu sliding kaca + acessories (3,0 x 2,8)
c. Pekerjaan pintu kamar mandic+ acessories
d. Pekerjan pintu geser.

Menurut Soebekti dalam hal prestasi bahwa, Kewajiban para pihak dalam suatu
perjanjian umumnya disebut dengan prestasi , “suatu hak yang memperoleh hak-hak dari
perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak yang
diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga
memperoleh hak-hak dianggap kebalikannya kewajiban-kewajiban yang di bebankan
kepadanya.”’49 artinya, apa yang menjadi hak pekerja merupakan kewajiban bagi
pengusaha dan sebaliknya hak pengusaha adalah kewajiban bagi pekerja. Maka Pihak
pengguna jasa berkewajiban untuk memenuhi hak pihak penyedia jasa CV. Bunda Karya
sebab hal itu merupakan kewajiban bagi Pengguna Jasa dalam menjalankan prestasinya
kepada pihak CV. Bunda Karya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentng upah pada pasal 6 ayat 1
yang menyatakan bahwa “Pengusana wajib membayar upah yang biasa dibayarkan kepada
buruh/ pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban
Negara, jika dalam menjalankan kewajiban Negara tersebut buruh tidak mendapatkan upah
atau tunjangan lainnya dari pemerintah tetapi tidak melebihin satu tahun” . maksudnya dari
pasal ini yaitu pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang
menjalankan kewajiban terhadap negara. Menjalankan kewajiban terhadap negara adalah
melaksanakan kewajiban negara yang diatur dengan perundangundangan. pembayaran
upah kepada pekerja/buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara dilaksanakan
apabila:

1. Negara tidak melakukan pembayaran

2. Negara membayar kurang upah yang biasanya diterima pekerja/buruh. dalam hal ini,

pengusaha wajib membayar kekurangannya.

Berdasarkan peraturan tersebut maka pihak Pengguna Jasa berkewajiban untuk
membayar upah dan pembangunan pada tahap ke 2 kepada CV. Bunda Karya, apabila
pihak Pengguna Jasa tidak membayarkan upah pengerjaan pada tahap ke 2 (dua) sesuai
dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah
yang menyatakan “ pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) Pasal 6
ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 8 dipidanakan denan kurungan selama-lamanya 3
(bulan) atau denda setinggitingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pertanggung Jawaban Perdata CV. Bunda Karya Akibat Penundaan Rehabilitasi
Gedung Dari Estimasi Waktu Selesai Yang Telah Di Tetapkan.

Perjanjian rehabilitasi gedung bangunan antara Pengguna Jasa dengan CV. Bunda
Karya adalah suatu perjanjian dengan mana dua pihak sepakat untuk saling mengikatkan
dirinya dimana pihak pertama sebagai pihak yang menginginkan rehabilitasi gedung
bangunan Pengguna Jasa Bapak Rizky Putra Utama sedangkan pihak yang lain adalah
pihak yang menyangkupi keinginan pihak pertama untuk melakukan rehabilitasi gedung
bangunan CV. Bunda Karya.
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Melalui perjanjian ini terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak
dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian tersebut
menjadi sah karena adanya perrbuatan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak
dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga jika dilanggar akan
berakibatkan bahwa orangorang yang melanggar perjanjian itu dapat di tuntut dimuka
pengadilan. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah
mereka buat tersebut sekaligus dengan hak dan kewajiban yang timbul akibat terjadinya
perjanjian tersebut. Hak tersebut dilindungi oleh hukum berkaitan dengan kepentingan yaitu
merupakan tuntutan dari salah satu pihak yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan
tersebut pada hakikatnya mengandung nilai kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh
hukum dalam melaksanakannya.

Pada perjanjian CV. Bunda Karya dengan Pengguna Jasa telah diuraikan mengenai
jangka waktu penyelesaian pembuatan gedung bangunan berupa sebuah bangunan
Gudang Jalan Inspeksi LK. 34 COMP. Greenland B 43, namun pada pelaksanaannya
gedung bangunan tersebut tidak dapat di selesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditentukan di dalam perjanjian. Penyebab tidak dapat terselesaikannya gedung bangunan
tersebut karena terjadinya keadaan kahar seperti pandemi Covid-19. Akibat terjadinya
pandemi Covid-19 pihak Penyedia jasa tidak dapat memenuhi prestasinya munculnya suatu
masalah dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sesusai yang telah di
sepakati dari sejak dibuatnya kesepakatan yang disebut dengan wanprestasi.

Berdasarkan peraturan tersebutlah CV. Bunda Karya terhambat atau tertunda dalam
melaksanakan prestasi selajutnya yaitu pengerjaan pada tahap tingkat ke 3 (tiga) dengan
tepat waktu dan menundanya sampai keadaan memungkinkan untuk bisa melanjutakan
prestasinya. Prestasi yang tidak dapat dilaksanakan oleh pihak CV. Bunda Karya
merupakan terkait estimasi waktu penyelesaian pembangunan yang telah ditentukan di
dalam perjanjian tersebut. akibat CV. Bunda Karya menunda pengerjaannya Pengguna Jasa
tidak mau memenuhi prestasinya yaitu berupa dalam hal pembayaran pada tahap tingkat ke
2 (dua) . Pengguna Jasa tidak dapat membayar biaya pengerjaan pekerjaan pada tahap
tingkat ke 2 (dua) sampai dengan pengerjaan kembali, penyebab pengguna jasa tidak dapat
membayar tahap ke 2 (dua) karena adanya keadaan kahar yaitu pandemi covid-19 yang
menyebabkan gedung bangunan rehabilitasi menjadi tertunda, Pengguna Jasa merasa
khawatir atas bangunan yang tertunda dan meminta CV . Bunda Karya untuk menanggung
jawabi gedung bangunan apabilah terjadi kerusakan pada saat tertundanya pengerjaan .

Namun terdapat pada perjanjian antara CV . Bunda Karya dengan Pengguna Jasa,
bahwa pihak Pengguna Jasa mempunyai tugas untuk melaksanakan kewajibannya kepada
CV. Bunda Karya yaitu berupa dalam memenuhi hak CV. Bunda Karya. Pemenuhan hak
yang dimaksud adalah mengenai soal pembayaran dimana CV . Bunda Karya telah
melaksanakan prestasinya pada tingkat ke 2 (dua) sedangkan pihak Pengguna Jasa
berkewajiban untuk membayarkannya. Namun pada prakteknya Pengguna jasa tidak
membayarkannya pengerjaan pada tahap tingkat ke 2 (dua) tersebut.

Menurut pasal 3 ayat 2 perjanjian kerja sama antara CV. Bunda Karya dengan
Pengguna jasa disebutkan bahwa pembayaran dalam pengerjaan rehabilitasi gedung
bangunan di bayar apabila pengerjaannya selesai pada di setiap tahapan sesusai dengan
yang telah di perjanjikan. Pasal 3 ayat 2 menyatakan sebagai berikut :

"Proses pembayaran dilakukan oleh Pengguna Jasa berdasarkan tahapan” pengerjaan
yang dilakukan oleh CV. Bunda Karya dengan rumus 20%, 50%, 80%, 100% yaitu :

a. Pembayaran sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga borongan dan di berikan

atas permintaan dari Pengguna Jasa sebagai uang muka pekerjaan.

b. Pembayaran pertama meningkat menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) stelah
dikurangi uang muka, diberikan atas permintaan CV. Bunda Karya setelah
melakukan pengerjaan di tahap pertama.

c. Pembayaran kedua meningkat menjadi sebesar 80% (delapan puluh pesrsen)
diberikan setelah Serah Terima Pekerjaan Pertama antara Pihak Pertama CV.Bunda
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Karya dengan Pihak Kedua Pengguna Jasa telah selesai seluruhnya 100% (seratus
persen) dan di terima dengan baik, lengkap, dan cukup oleh Pengguna Jasa.

d. Pembayaran terakhir atau ke 3 (tiga) meningkat menjadi 100% (seratus persen)
dilakukan setelah selesainya pemeliharaan pekerjaan selama 2 (dua) bulan ,
terhitung selesainya tanggal serah terima pekerjaan pertama.

Apabila salah satu pihak dalam hal perjanjian rehabilitasi gedung bangunan antara CV.
Bunda Karya dengan Pengguna Jasa tidak menempati janjinya pada waktu yang telah
ditentukan, maka pihak yang merasakan dirugikan diharuskan melaksanakan peneguran
terlebih dahulu kepada pihak yang menyebabkan kerugian agar memenuhi prestasinya.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang
dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi,
sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena
wanprestasi.

Pada perjanjian antara CV. Bunda Karya dengan Pengguna Jasa apabilah salah satu
pihak tidak melakukan kewajibannya, berarti telah melakukan sebuah wanprestasi yang
mempunyai akibat hukum yaitu :

1. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian disini bukanlah karena tidak memenuhi syarat subjektif dalam
perjanjian, akan tetapi karena salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Pembatalan
perjanjian dalam hukum perikatan adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu
hubungan perikatan itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan perjanjian maka
eksistensi perikatan selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian.

2. Pembayaran Ganti Rugi

Ganti rugi terdiri dari tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga.57 Ganti rugi yang dimaksud
dengan sebuah biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyaa sudah
dikeluarkan oleh salah satu pihak. sedangkan rugi adalah kerugian karena ada kerusakan
barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah berupa
kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur terdiri dari dua
faktor antara lain yaitu :

a. Kerugian yang nyata di derita (damnum emergrns) meliputi biaya dan rugi

b. Keuntungan yang tidak diperoleh (lucrum cessan) berupa bunga.

Perjanjian menentukan bahwa dalam hal terlambatanya salah satu pihak untuk
melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan dalam jadwal yang telah ditentukan
adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual
tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wnprestasi.Penetuan wanprestasi
ini sendri

Perjanjian menentukan bahwa dalam hal terlambatnya salah satu pihak untuk
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan dalam waktu yang telah
ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk wanprestasi. Pelanggaran hak-hak
kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban untuk ganti rugi berdasarkan wanprestasi.
Penentuan wanprestasi ini sediri erat kaitannya dengan adanya suatu unsur kesengajaan
yaitu Pengguna Jasa dengan sengaja menunda pembayaran pada pengerjaan tahap tingkat
ke 2 (dua) dimana Pengguna Jasa akan menunda sampai dengan keadaan yang di tentukan
atau keadaan menjadi normal kembali, yang dimaksud dengan normal kembali adalah
keadaan menjadi kembali seperti semula tanpa adanya pandemi covid-19, namun pihak
Pengguna Jasa tidak berhak melakukan hal itu karena pihak pertama yaitu CV. Bunda Karya
telah memenuhi kewajibannya diawal sebelum keluarnya pengaturan dari pemerintah yang
mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease. Maka dari itu pihak Pengguna Jasa berkewajiban untuk
memenuhi hak CV. Bunda Karya yaitu berupa berkewajiban membayar pengerjaan pada
tahap tingkat ke 2 (dua).

Penundaan dalam melakukan kewajiban ini dapat juga terdiri dari bentuk wanprestasi
lainnya, seperti halnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah
diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap
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lalainya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajibannya sama sekali, karena dalam hal
demikian pihak kedua untuk tidak melakukan kewajibannya sama sekali, karena dalam hal
demikian pihak kedua tidak dianggap tidak memenuhi pelaksanaan preastasi.

Prakteknya dalam perjanjian jika timbul sebuah kerugian disalah satu pihak, maka pihak
yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada
pihak yang dirugikan. Adapaun dasar hukum yang dipakai dalam tanggung jawab adalah
pasal 1367 KUHPerdata yang menyebutkan bawha seseorang bertanggung jawab juga
untuk kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada dibwah pengawasannya.

Wanprestasi karena kesalahan salah satu pihak, maka ganti rugi sudah pasti akan
ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Tetapi akan halnya jika tidak
dipenuhinya suatu prestasi karena diluar kesalahan para pihak yang dalam hal ini berarti
terjadi suatu prestiwa secara mendadak yang tidak dapat diduga-duga terlebih dahulu dan
karena itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang menderita kerugian.

Kerugian yang dapat diminta penggantian itu tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang
sungguh-sungguh telah dikeluarkan atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta
benda yang berpiutang tetapi juga berupa kehilangann keuntungan yaitu keuntungan yang
akan di dapat jika debitur tidak lalai.

Peristiva yang mengakibatkan pengeluaran dalam penyelesaian pekerjaan maka
Pengguna Jasa berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan memberikan perpanjangan
waktu dalam penyelesaian pekerjaan. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang dajukan oleh CV. Bunda Karya kepada
Pengguna Jasa dan dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa tersebut.

Tidak semua kerugian dapat diminta penggantian. Undang-undang mengadakan
pembatasan mengenai apa yang boleh dituntut sebagai ganti yaitu dengan menetapkan
hanya kerugian yang dapat dikira-kira atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan
dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja dapat dimintakan
penggantian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akibat hukun para pihak jika tidak melaksanakan
perjanjian rehabilitasi gedung bangunan antara CV . Bunda Karya dengan Pengguna Jasa

apabilah terjadi salah satu pihak wanprestasi karena adanya unsur kesengajaan tidak
memenuhi kewajiban yang telah disepakati bukan karena aadanya hal forece majeure maka
pihak yang menimbulkan kerugian akan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka perjanjian rehabilitasi gedung bangunan Pennguna
jasa dengan CV.Bunda Karya bilamana dalam pelaksanaan perjanjian terdapat perselisihan
atara kedua belah pihak baik dalam pelaksanaannya atau pun dalam penafsiran salah satu

pasal dala perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin
menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. apabilah musyawarah telah

dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu
kemufakatan maka para pihak sepakat bahwa semua sngketa yang timbul dari perjanjian ini
akan diselesaikan pada Pengadilan Negri Medan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa prakteknya dalam hal terjadinya
perselisihan dalam perjanjian rehabilitasi gedung bangunan antara Pengguna Jasa dengan
CV. Bunda Karya, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah. hal ini
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian dan diperkuat di hasil Wawancara
dengan yang menyebutkan:

1. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara pihak
pertama dan pihak kedua sehubungan dengan atau sebagai akibat adanya perjanjian
ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan tata cara sebagai berikut:

a. pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan
musyawarah dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak
tersebut mengenai permasalahan yang timbul.

b. Para pihak sepakat bahwa tempat bermusyawah ditetapkan di tempat
kedudukan pihak pertama.
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c. Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat
antara para pihak ditentapkan untuk waktu pihak paling lama 14 (empat belas)
hari terhitung sejak permintaan musyawarah diterima oleh pihak yang
dimintakan untuk musyawarah.

d. Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu
musyawarah terlewati, tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila para pihak
telah sepakat bahwa musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan
meskipun demkian jangka waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. oleh
karena itu, maka para pihak sepakat untuk menmpuh jalur hukum elalui domisili
yang ditetapkan dan umum Pengadilan Negri.

Berdasarkan akhir hasil musyawarah antara CV. Bunda Karya dengan Pengguna Jasa
dalam penyelesaian perselisihan ini, kedua belah pihak sepakat untuk saling berdiskusi
untuk mengubah perjanjian, pengubahan perjanjian ini terjadi karena adanya pandemi covid-
19. Menurut hasil diskusi kedua belah pihak sepakat untuk membuat sebuah kesepakatan
baru pada perjanjian dimana dalam perjanjian baru ini para pihak tidak akan merasakan
kerugian satu sama lain. karena adanya pandemi sepakat untuk di buatnya sebuah
perjanjian baru sesuai dengan yang terdapat pada perjanjian yang lama CV. Bunda Karya
telah melaksanakan ketentuan- ketentuan tersebut dimana CV .Bunda Karya telah
mengirimkan sebuah surat yang berupa tentang :

1. Penundaan pengerjaan rehabilitasi gedung bangunan milik pengguna jasa karena
adanya wabah pandemi covid-19 maka CV . Bunda Karya tidak dapat melaksanakan
prestasinya dengan tepat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian dan meminta
izin kepada pihak Pengguna jasa untuk memberikan perpanjangan waktu dalam
pelaksanaan pengerjaan rehabilitasi gedung

2. Pihak CV . Bunda Karya telah mengirimkan hasil musyawarah antara CV. Bunda
Karya dengan Pengguna Jasa dalam penyelesaian permasalahan ini, para pihak
melakukan sebuah musyawarah dimana musyawarah ini dilakukan dengan itikad
baik oleh para pihak yang bersangkutan. Kedua belah pihak sepakat untuk saling
berdiskusi untuk mengubah perjanjian, pengubahan perjanjian ini terjadi karena
adanya pandemi covid-19. Dalam musyawarah ini para pihak sepakat untuk
membuat sebuah kesepakatan dan perjanjian baru dalam merehabilitasi gedung
bangunan Pengguna Jasa dibuatnya sebuah perjanjian baru demi adanya
kenyamanan antara para pihak dalam melangsungkan hak dan kewajiban bagi
masing- masing pihak, dan para pihak pun tidak akan merasakan sebuah kerugian
satu sama lain. namun sebelum di buatnya kesepakatan baru para pihak juga
sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah ada terkait dalam
pembayaran tahap tingkat ke 2 (dua) dan perpanjangan waktu dalam pelaksanaan
pengerjaan rehabilitasi gedung milik Pengguna Jasa.

4. KESIMPULAN

Perjanjian rehabilitasi gedung bangunan antara CV. Bunda Karya dengan Pengguna
Jasa ini disebabkan oleh adanya asas konsensualisme yaitu perjanjian yang lahir ketika
kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan atau penyesuaian kehendak untuk
mengadakan suatu perikatan dan didukung dengan asas kebebasan bekontrak yang
membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian baru
asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, norma dan kepatutan. Surat perjanjian
rehabilitasi gedung bangunan antara Pengguna Jasa dengan CV. Bunda Karya dibuat
secara tertulis dan di tandatangani oleh para pihak dan menyebutkan tentang perbuatan
hukum sehingga hal ini dapat disebut sebagai akta.Sebagaimana lazimnya suatu akta maka
fungsi perjanjian rehabilitasi gedung bangunan Pengguna Jasa dengan CV. Bunda Karya
adalah syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, alat pembuktian dan alat
bukti satu-satunya.

Proses pembayaran rehabilitasi gedung bangunan milik Pengguna Jasa dapat di lihat
dalam perjanjian antara CV. Bunda Karya dengan Penggungga Jasa yang tertuang di dalam
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SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 201/SPK.PKS/DPH/V/2020, dalam presesnya dilakukan

dengan pembayaran bertahap pada di setiap pengerjaan namun, karena adanya pandemi

covid-19 pengerjaan pembangunan terpaksa tertunda serta dalam pembayaran upah dan
bangunan pada tahap ke 3 pun menjadi tertunda sampai dengan waktu yang di tentukan
kembali.

Bentuk tanggung jawab CV . Bunda Karya atas penundaan rehabilitasi gedung
bangunan akibat pandemi covid-19 adalah berupa CV. Bunda Karya akan bertanggung
jawab atas bangunan yang masi dibangun apabila terjadi kerusakan pada gedung bangunan
akibat pandemi covid-19 CV. Bunda Karya akan bertanggung jawab karena selama gedung
tersebut masi dalam tahap pembangunan itu merupakan tanggung jawab bagi pihak
kontraktor yaitu CV. Bunda Karya.
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